
BI'PATI IAI.,AITG

PROVI SI .'AgA TIUI'R

Menimbang

Mengingat

DEITGAN RAHMAT TT'HAN YAIIG IUAHA ESA

BUPATI MALAIIG,

bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan dan
pengelolaan Alokasi Dana Desa da:: untuk melaksanakan
ketentuan dalam Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor

43 Taiun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu

menetapkan Pedoman Pelaksanaan Alokasi Darla Desa dengan

Peraturan Bupati;

1. Undang-Undang Nomor 12 Talun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah I(abupaten di Lingkungan
Propinsi Jawa Timur (Bedta Negara Republik lndonesia

Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undalg Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan

Batas Wilayah Kotapraja Suratraya dan Daerah Tingkat II

Surabaya dengaa mengutrah Undang-Undang Nomor

12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah

Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa
Tenga}, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yo$/akarta
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965

Nomor 19, Tambahal Iembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentarg
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat darl

Pemerintahan Daerah (l€mbaran Negara Republik

lndonesia Tahur 2OO5 Nomor 38, Tambahan lrmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
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3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
5a9s);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (t€mbaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambalan l€mbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telal diubah dengan Undang-Undalg Nomor
9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan
Daerah (kmbaran NegaE Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelakssnaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (tfmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan l€mbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5539);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara

Republik lndonesia Tahun 2O14 Nomor 2093);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

8. Peraturan Bupati Nomor 10 Talun 2015 tentang Tata Cara
Pengalokasian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah

Kabupaten Malang Tahun 2015 Nomor 8 Seri D);

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN

AI-OKASI DANA DESA.

AAB I
ITETEIT,rUAII I'UUM

Pa3al 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.

MEMUTUSKAfl:
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3. Bupati adalah Bupati Malang.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Malang.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan
tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui
bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat

Daera} Kabupaten.

7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaiaan

pemerintahan di wilayah keda kecamatan yang dalam
pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan

kewenangan pemerintalan dari Bupati untuk menangani

sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggaralan

tugas umum pemerintahan.

8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
batas-batas wilayal yarg berwenang untuk mengatur dan

mengurus kepentingal masyarakat setempat berdasarkan

asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan

dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan

Republik Indonesia.

9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraar urusan
pemerintahan dan kepentingan masya.rakat setempat

dalam sistem p€merintahan Negara Kesatuan Republik

Indonesia.

10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa

sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

11. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang

mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk
menyelenggaralan rumah tangga Deeanya dan

melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah

Daerah.

l2.Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan

nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi

pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari

penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah darr

ditetapkan secara demokratis.
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13. Pelaksana Tehlis Pengelolaan Keuangan Desa yang

selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat

Desa yang membantu Kepala Desa untuk melalsanal<an

pengelolaan keuargan Desa.

l4.Bendahara Desa adalah unsur staf sekretariat Desa yang

membidalgi urusal administrasi keua-ngaI untuk
menatausahakan keuangan Desa.

l5.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana

Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka wa-hu

6 (enam) tahun.

l6.Rencana Kerja Pemerintah Desa selanjutnya disingkat RKP

Desa ada.lah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka

waldu 1 (satu) tahun.

lT.Badar Usaha Milik Desa selanjutnya disebut BUM Desa

adalah badan usaha yalg seluruh atau sebagian besar

modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara

lalgsung yang berasal dari kekayaan Desa yang

dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanar, dan

useha lainnya untuk sebesar-besamya kesej€iteraan

masyarakat Desa.

18. Anggaran Pendapatan dan Betanja Desa yang selanjutnya

disebut APB Desa adalah rencana keuanga! tahunan

Pemerintahan Desa.

19.Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah

dana perimbangal yaJrg diterima Kabupaten Malang

dalam Anggaran Pendapatan dan Belalja Daerah

Kabupaten Malang setelal dikurangi Dana Alokasi

Khusus.

20. taporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang

sel,anjutnya disebut LPP Desa adalah laporan ataa

penyelenggaraan Pemerintahan Desa selama 1 (satu)

talun anggaran berdasarkan Rencana Ke{a

Pembargunan Desa yarlg disampaikan oleh Kepala Desa

kepada Kepala Daerah.
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21.Nomor Pokok Wajib Pajak dengan Pengguna Ganda yang

selanjutnya disebut dengan NPWP dengan Pengguna

Ganda ada.lah NPWP yang dimiliki oleh lebih dari 1 (satu)

Wajib Pajak, dimana 9 (sembitan) digit pertama

mempunyai nomor yang sama tetapi entitas berbeda darl

bukan merupakan Wajib Pajak dengan status

cabang/istri.

22-Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan

uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh
penerimaan Desa dan diguna-kan untuk membayar

seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.

Pa3al 2

Pedoman Pelaksanaan ADD sebagaimana tercantum dalam

Ia.mpiran I dan t ampiran II yang merupakar bagian yang

tidak terpisahl<an dari Peraturan Bupati ini.

BAB II
PEDOMAN PELAKSANA,A,N ADD

BAB III
KETEI{TUAN PEITUTI'P

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan

Bupati Malang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Peraturan Daeral Kabupaten Malang Nomor

18 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa, sebagaimana

telah diubal dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 5 Tahun

2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Malarg

Nomor 13 Tahun 2O12 tentang Petunjuk Pelaksanaan

Peraturan Daerah Kabupaten Ma]arlg Nomor 18 Tahun 2OO6

tentang Alokasi DaIa Desa dicabut dan dinyatakan tidak

berlaku.

Pasal 3
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Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

da.lam Berita Daerah lGbupaten Malang.

Ditetapkan
pada 2015

RENDRA KRESNA

Malang
A jttt'tt

Diundangkarr di Malang
pada tangeal /2 Uttl 20 1s

ABDI'L MALIK
Berita Daerah Kabupaten Ma.lang

Tahun 2015 wo o, /L s"; D



LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI MAT.ANG

NOMOR TAHUN 2015 TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN AI,OKASI

DANA DESA

PEDOMAII PALAKSAIIAAI{ ALOKASI DAITA DESA

A. L.ter Belatang

Dalam rangka meLaksana-kan ketentuan dalam pasal 72

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2O14 tentang Desa dan pasal 96

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan

PeLal<sanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tent ng Desa, salah
satu sumber pendapatan Desa adalah ADD. Sehubungan dengan hal
tersebut, maka dalam pengelolaan ADD diperlukan suatu standar
pengaturan yang dimulai dari aspek perencanaan, penganggaran,

pelaksanaan, penatausahaan keuangan Desa dan pertanggungiawaban

keuangan Desa.

Bahwa untuk mendorong peningkatan kinerja penyelengSaraan

Pemerintahar Desa dalam memberikan pelayanan, pembangunan dan
pemberdayaan masyarakat maka setiap Desa di Kabupaten Malang

mendapatkan ADD yang bersumber dari bagiar dana perimbangan

keuangan pusat dan daerah, dimana pengelol,aan keuangan ADD

merupakajl bagian yang tida-k terpisahkan dari pengelolaan keuangan

Desa.

Bahwa seluruh kegiatan yang didanai ADD direncanakan,

dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh

unsur masyarakat di Desa, dimana seluruh kegiatan harus dapat

dipertalggungiawabkan secara administrasi, teknis dan hukum. ADD

dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan

terkendali.

Pemberiaa ADD merupakan wujud dari pemenuhan hak Desa

untuk menyelenggarakan otonomi Desa dalam rangka mempercepat

terwujudnya kesejahteraan masyarakat sesuai kondisi rnengikuti

pertumbuhan dari Desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman,

partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat

dalam kerangka kesatuan sistem penyelenggaraan Negara Kesatuan

Republik Indonesia.
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B. Prlnrtp-prlaatp Peaggua.an ADD

l. Mendorongsemangatdesenbalisasi;

2. Adil, transparan dan akuntabel;

3. Pasti, dapat diukur kinerja dan keberhasitan kegiatan;

4. Memberikan stimulan dan insentif bagi Desa.

C. Trtiuan AIrD

l. Menanggulangi kemiskinal dan mengurangi kesenjangan;

2. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di
tingkat Desa dan pemberdayaan masyara-lat;

3. Meningkatkar pembangunan infrastruktur dan kawasan pedesaan;

4. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya
dalam rangka mewujudkan kesalehan sosial;

5. Meningkatkan ketentrarnan dan ketertiban masyarakat;

6. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat Desa dslam rangka
pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;

7. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong
maayamkat;

8. Meningkatkan pendapatan D€sa dan masyarakat Desa melalui BUM

Desa.

D B.r.mFADD
Pemerintah Kabupaten mengalokasikan dana ADD paling sedikit

10olo {sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Daerah

dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Pengalokaeian ADD

dimalsud dengan mempertimbangkan:

l. Kebutuhan penghasilan tetap Kepata Desa dan Perangkat Desa;

dan

2. Juriah penduduk Desa, aruka kemislqinan Desa, luas wilayah Desa,

dan tingkat kesulitan geografis Desa.

E. 8a!ara! PGlEEunaa! AI)D

Sasaran penggunaan ADD diserahkal kepada Pemerintah Desa

yang mengacu pada hasil musyawarah Desa melalui proses perencanaan

partisipatif, dengaa sasaran penggunaan;

1. Belanja Apa,ratur dan Operasional Pemerintalal Desa.

a. Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dianggarkan

dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.
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b. Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan

Perangkat Desa menggunalal penghitungan sebagai berikut:

l) ADD yang berjumlah kurang dari Rp. 5OO.OOO.0OO,O0 (iima

ratus juta rupiah) digunakan maksimal 6oolo (enam puluh

perseratus) ;

2) ADD yang berjumlah Rp. 50O.OOO.OOO,OO (liEra ratus juta

rupiah) sampai dengan Rp. 7O0.000.0OO,OO (tujuh ratus
juta rupiah) digunakan maksimal 50o/o (lima puluh

perseratus) ;

3) ADD yang berjurnlah lebih dari Rp. 7OO.O00.000,O0 (tujuh

ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 9OO.OOO.OOO,OO

(sembilan ratus juta rupiah) digunaka-n maksimal 4oolo

(empat puluh perseratu s); dan

4) ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 90O.000.0OO,00

(sembilan ratus juta rupia}r) digunakan ma-ksimal 30olo (tiga

puluh perseratus).

c. Pengalokasian batas maksimal s€bagaimana dimaksud pada

huruf b ditetapkan dengal mempertimbanSkan efisiensi, jumlah

perargkat, kompleksitas tugas pemerirtahan, dar-I letal
geografs.

d. Besaran penghasilan tetap per bulan sebagai berikut:

l) Kepala Desa:

(a) Minimal Rp. 1.353.000,00

(b) Maksimai Rp. 2.OOO.OO0,00

2) Sehetaris Desa selain PNS paling sedikit 70% (tujuh puluh

perseratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa; dan

3) Perangkat Desa selain Sekretaris Desa pa-ling Eedikit 5Oo/"

(lima puluh perseratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa.

e. Selain menerima penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada

huruf d, Kepala Desa dan perangkat desa menerima

tunjangan dan penerimaan lain yang sah.

f- TunjanSan dan penerimaan lain yang sah dapat bersumber

dari APB Desa dajl berdasarkan ketentuan peratural

perundang-undangan.
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g. Besaran tunjangar dan penerimaar lain yalg sah ditetapkan
dengan Peraturan Bupati sesuai dengal azas kepatutan dan
kewajaran, berdasarkan kemampuan keuangan desa serta
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemberdayaan Masyarakat.

Khusus pemberdayaan masyarakat dibidang pekerjaa-n

umurn dialokasikan minimal Rp. 1OO.OO0.00O,- (seratus juta rupia}l)
sampai dengan Rp. 15O.OOO.OOO,- (seratus lima puluh juta rupiah)
untuk infrastruktur pedesaan. Petunjuk telcris operasional
pelaksanaal kegiatan infrastruktur pedesaan dikoordinasikan dan

dikonsultasikan kepada SKPD yang membidangi.

F. GlanLmc Pencdru den Peayaluran lrcn

Kepala SKPD atau unit keda selaku verifikator mengajukar
permohonan kepada PPKD dengan dilanpiri dokumen persyaratan

sebagai berikut:

1. Permohonan Penyaluran Tahap I (30pl") pada Triwulan kedua

menggunakan surat pengantar Camat dengan dilampiri:

a. LPPDesa tahun sebelumnya yang dihimpun di Kantor Kecamatan;

b. Peraturan Desa tentang APB Desa tahun be{alan;

c. RPJM Desa dan RKP Desa tahun berjalan untuk dilaporkal
kepada Bupati melalui Bagial Tata Pemerintaha, Desa

Selaetariat Daerah Kabupaten Malang;

d. RAB infrasbuktur pedesaan;

e. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan PTPKD;

f. Fotokopi rekening kas Desa rangkap 4 (empat);

g. Fotokopi NPWP Bendaha.ra Desa;

h. Fotokopi KTP Kepala Desa darl Bendahara masing-masilg

rangkap 4 (empat);

i. Kuitansi penerimaan yang ditandatangani oleh Kepala Desa dar
Bendahaia Desa rangkap 4 (empat) yang asli diatas materai

Rp. 6.00O,- (enam ribu rupia.l) sebagaimana tercantum dalarn

Bentuk dan Format 1 pada Lampirarl U Peraturan Bupati ini.

2. Permohonan Pengajuan Pencairan Tahap II 140old pada Triwulan

ketiga dan Tahap III (3O%) pada Triwulan keempat, menggunakan

surat pengantar C6mat dengan dilampiri laporan perkembangan atau

realisasi fisik dari penggunaan ADD tahap sebelumnya.

2
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G. Pclakranaan AI)D

l. Perencanaan

Proses Perencanaan diawali dengan Musyawa-rah Desa yang

merupal{an forum pertemuan musyawarah dan dipimpin oleh Kepata
Desa yang bertujuan untuk membahas perencanaan APB Desa serta
RKP Desa yang merupakan hasil musyawarah masyarakat Desa

tentang program dan kegiatan yang akan ditaksanakan untuk
periode 1 (satu) talun.

Hadir dalam musyawarah Desa antara Lain Kepala Desa

beserta Perangkat Desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa, Tim
Penggerak PKK, Ketua RW dan RT serta tokoh masyarakat.

Sasaran musyawarah Desa adalah menyusun rencana
keualgan talunan pemerintahan Desa dimana ADD merupala-n
satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana
tersebut pada sasaran penggunaan ADD yang sudah terurai di
bagian depan Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan ADD ini.

Hasil musyawarah Desa dituangkan dal,am Berita Acara

Pelaksanaan Musyawarah Desa sebagaimana yang tercantum dalam
Bentuk dan Format 2 pada lampiran Il Peraturan Bupati ini, yang

dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan

Permusyawaratan Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa

dengan dihadiri Tim Pembina Kecamatan.

Pelaksanan

a. Prqses Pencairan Dana

Ajuan pencairan dana dikiIim ke Dinas Pendapatan, Pengelol,aan

Keuangan dan Asset Kabupaten Malang melalui Bagiar Tata

Pemerintahan Desa sekrctariat Daerah lhbupaten Malarg.

b. PelaksanaanKegiatan

1) Persiapar

Setelah ADD masuk ke dalam Rekening Kas Desa, Kepala

Desa segera mengadakan rapat di Desa yang dihadili oleh

unsur-unsur Perangkat Desa, anggota Badan

Permusyawaratan Desa darl Tim Penggerak PKK, Ketua

RW/RT dan Tokoh Masyara-kat, membahas:

a) pelaksanaan kegiatan dan penjadwalannya;

b) pembagian tugas para pelaksana kegiatan;

c) kesepakatan pertemuan rutin untuk evaluasi

pelaksanaan, hasil rapat dituangkan dalam berita

acara.

2
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2) Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan merupakan realisasi dari seluruh
renczina yang tel"ah disepakati dalam Musyawarah Desa.

Dalam pelaksanaan kegiatan harus melibatkan

unsur-unsur yang terkait dalam pengelolaan ADD secara

riil, sehingga keterbukaan akan dapat diciptal<an dan

apabila te.dapat penyimpangan segera dapat diketahui
untuk saling mengngatkan.

Dalam pelaksanaan kegiatan hal-hal yang diperhatikan
antara Lain adalah:

al penggunaan dana sesuai dengan rencana dan kegiatan

mencapai hasil yang memuaskan serta selesai tepat

waktu;

b) memanfaatlan tenaga masyara-kat Desa setempat

untuk pekedaan yang memerlukan tenaga mereka;

cl sasaran kegiatan agar tepat untuk menghindari

kecemburuan sosial,

d) perlu ada dokumentasi kegiatan sejak awal sebelum

kegiatal dilaksanakan, pada aaat pelaksanaan dan

akhir pelaksanaan kegiatan;

e) setiap pembelian barang dan jasa dikena.lan pajak

sesuai peraturan perundang-undangan yalg berlaku.

3) Pertanggungiawaban

a) para pelaksana kegiatan membuat pertanggungiawaban

kepada pengelola ADD;

b) pengelola ADD menghimpun semua

perta.nggungiawaban dari para peLaksana kegiatan

untuk membuat pertanggungiawaban kepada Bupati

melalui Camat dalam bentuk rekapitulasi ke Bagian

Tata Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten

Malang;

c) setiap bulan diwajibkar membuat laporan kemajuart

fisik dan keuangan;

d) Surat Pertarggungjawaban menggunakan format

keuangan yang sudah ditentukan seauai ketentuan

peraturan yang berlakui

el setiap pengeluaran keualgan yang harus membayar

pajak agar disesuaikan dengan aturan perpajakan.
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H. P.lgendrlls!
Pen gendalian dilakukan melalui:

l. Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan

Pemantauan atau Eonitoring pel,aksanaan keglatan sangat

diperlukal mulai awal kegiatan saEpai al<hir kegiatan dengan tujuan
agar tidak tedadi kesalalan dalarn pelaksallaan kegiaten.

Pemantauan dilakukan oleh Kepala Desa, PIPKD, Unsur Ketua Tim

Penggerak PKK, Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan dan Camat

serta Bagian Tata Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten

MalanA-

2, Pelaporan

a- laporan pelaksanaan kegiatan dila.kukan setiap semester paling

lambat pada bulan Juli dan akhir tahun paling lambat pada

bulan Januari tahun berikutnya oleh Kepala Desa kepada Bupati

melalui Camat.

b. Tembusan Surat Pert nggungiawaban dan bukti-bukti
pengelua-ran yang sah disampaikan kepada Camat.

3. Pembinaan dan Pengawasar

a, Pembinaan

Pembinaan dilakukan terhadap pelaksanaan fisik kegiatart

maupun terhadap pengelolaan keualgan, menyangkut

pembukuan, pembelaljaal, pengadaan bahan/material da;r

bukti pengeluaran dilakukan oleh Kepala Desa, Ketua BPD, Tim

Pembina Tingkat Kecamatan dan Pelaksana Koordinasi Tingkat

Kabupaten Malang.

b. Pengawasan

Pengawasan dilakukan oleh Kepala Desa, Camaq Inspeldorat

Kabupaten Malang dan Pelaksana Koordinasi Kabupaten

Malang.

4. Evaluaai

Evaluasi dil,akukan untuk menilai hasil pel,aksalaan kegiatan yang

telah dilakukan termasuk kinerja para pelaksana kegiatan maupun

pengelola ADD. Evaluasi juga dilakukan terhadap isi laporar dengan

berpegang pada rencana, kriteria dan standar yang ditentukan, hasil

evaluaai dapat dijadikan dasar upaya perbaikan terhadap kelemahan

dan mengatasi hambata!.
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5. Pengaduan dan Penanganan Masalah

Setiap pengaduan dan keluhan dari masyarakat ditangani secara

berjenjang di Tingkat Desa oleh Kepala Desa dan PrPKD, di Tingkat

Kecamatan oleh Camat dan Tim Pembina ADD Kecamatan, di Tingkat

l(abupaten oleh Pelaksana Koordinasi ADD di Kabupaten.

6. Pelestarian

Pelaksanaan kegiatan Pengelolaan ADD dapat memberi manfaat bagi

peningkatan kesejahteraan masyarakat, lembaga pemerintahan Desa

maupun lembaga kemasyarakatan memberi dampak positif dan

berkelanjutan dengan melibatkal unsur masyarakat sebagai Tim
pemeliharaan hasit pembangunal sebagai pemanfaat kegiatan.

7. Ketentuafl Sanksi

a. Bupati dengan persetujuan DPRD, berhak mengurangi jumlah

ADD tertentu pada tahun berikutnya dari jumlah yang

seharusnya secara proporsiona.l bagi Desa yang tidal
melaksanakan pembangunan skala Desa yang bersumber dari

ADD secara transparan, partisipatif dan akuntabilitas.

b. Bagr peLaksana pembangunan yang terbukti melakukan tindat
pidana korupsi daiam pelaksanaan pembangunan akala Desa

dari ADD akan dilakukan tindakan hukum sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Indikator Keb€rharll,au ADD

Beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai indikator keberhasilarr

pelaksanaan Pengelolaan ADD yaitu:

1. Menhgkatnya partisipasi masyarakat dalam Musrenbang Desa dan

pelaksanaan pembangunan Desa;

2. Berkurangnya jumlah penduduk miskin dan meningkatnya aktifitas
dalam kegiatan ekonomi;

3. Meningkatnya pelayanan masyarakat dan berfungsinya lembaga

kernasyarakatan sebagai mitra kerja Pemerintahan Desa:

4. Terjadi sinergi arltara kegiatan yang dibiayai ADD dengan

program-program Pemerintah Daerah yang ada di Desa;

5. Meningkatnya swadayamasyarakat;

6. Tingkat penyerapan tenaga kerja lokal pada kegiatan pembangunan

Desa;

7. Terbentuknya Badan Usaha Milik Desa;
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8. Terbangun dan terpeliharanya infrastruktur dan sarana/prasarana
umum di pedesaan;

9. Terciptanya pemerataan pembangunan di semua Dusun dan
berkembangnya Dusun-dusun terpencil.

10. Terjadinya peningkatan Pendapatan Asli Desa.

\r, P.lutup
Program Pengelolaan ADD adalah terobosan dalam upaya peningkatan

kapasitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pemberdayaan

masyarakat secara terpadu untuk meningkatkan peran serta masyarakat

daiam proses pembangunan Desa sesuai potensi yang dimiliki, terutama
di bidang pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan ke{a di
pedesaan, peningkatan kesehatan dan pendidikan, serta pemenuhan

kebutuhan sarana dan prasarana umum, sehingga terciptanya
peningkatan pel,ayanan kepada masyarakat dan pembangunan Deaa

dapat segera tercapai.

REI{DRA KRESI{A



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI MAIANC
NOMOR TAHUN 2015
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
ADD

BENTUK DAN FORMAT 1

KWTTANSI

Nomor

Sudah terima dari

Banyalnya uang

Untuk pembayaran

PEMERINTA}I KAI}UPATEN MAI-ANG

Permohonan Pencaian Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa {ADD)
Tanap .......... (....o/o) Tslun Anggaran .-.... untuk Desa ......... Kecamatan

Terbilang Rp

Mengetahui,
KEPAIA DESA

Malang, ........-...
PTPKD DESA .....

Uenda}]ara

MATERAl
Rp.6.000,-

NAMA LENGKAP NAMA LENGKAP

RUPIAH

......,00



2

BENTUK DAN FORMAT 2

BERITA ACARA HASIL MUSYAWARAH DESA

BERITA ACARA HASIL MUSYAWARAH
DESA .................

Pada hari ini, tanggal talun
......................berternpat di Balai Desa Kecamatan
telah dilaksanakan Musyawarah Desa guna membahas penggunaan ADD
?ahun ...... dihadiri sebanyak ...... orang terdiri dari : wakil Kecamatan,
Perangkat Desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa, Tim Penggerak PKK,
Ketua Rukun Warga (RW), Ketua Rukun Tetangga (RT) serta tokoh masyaralat
sebagaimana daftar hadir terlampir yang merupakan bagian tak teipisahkan
dari Berita Acara ini.

Musyawarah telah memutuskan p€nggunaan ADD Talun ..........
adalah sebagai berikut :

1. Bidang Penyetenggaraan Pemerintahan Desa Rp. ............,
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Rp. .............
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp. .........-...
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp. .. . ... .

5. Bidang Tak Terduga Rp. .............

Selanjutnya penggunaan untuk masing-masing kegiatan sesuai
ketentuan Petunjuk Teknis Operasional ADD.

Demikian Berita Acara ini dibuat sebagai Pedoman Operasional
Kegiatan

Ketua BPD KEPALA DESA

Mengetahui,

Jumlah Rp.

Camat

H. RENDRA KRESNA


